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ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah 
Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga oleh Asep Muharam NIM 2123139096.

Konsep perubahan dan intervensi harga dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan 
Ibn Taimiyah sangat berbeda, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah 
mengenai perubahan harga dan intervensi harga. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan (library research). Sumber data menggunakan data primer 
dan sekunder. Data primer berupa buku karangan Abu Yusuf : Al-Kharaj dan 
buku karangan Ibn Taimiyah : Majmu’ Fatawa. Sedangkan data sekunder berupa 
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang 
mendukung. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif 
sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian 
ini ditemukan bahwa (1) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang 
perubahan harga berpendapat bahwa naik turunnya harga itu disebabkan karena 
ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT. (2) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn 
Taimiyah mengenai intervensi harga berbeda, Abu Yusuf tidak setuju dengan 
adanya intervensi harga sedangkan Ibn Taimiyah setuju dengan intervensi harga 
apabila terjadi ketidaksempurnaan harga di Pasar. (3) Adanya persamaan dan 
perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan 
intervensi harga.

Kata Kunci: Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, Perubahan dan Intervensi Harga
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. L a ta r Belakang M asalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan 

umatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi 

semenjak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan 

utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits. Termasuk di 

dalamnya adalah masalah pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam 

ekonomi Islam. Rasulullah SAW menghargai harga yang dibentuk oleh pasar 

sebagai harga yang setara. Beliau menolak adanya price intervention seandainya 

perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Tetapi pasar disini 

mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), 

kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Jika nilai- 

nilai ini telah ditegakkan tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.1

Penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai 

akibat dari berbagai hal seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah 

dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk 

memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja 

keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi 

merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan

1 M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan 
Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana, 2010), h.263

1
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dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas 

atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. 

Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas 

biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak 

terlalu mahal.

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang 

setara dalam jual beli. Jika harga yang ditentukan senilai dengan barang yang 

dibeli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang 

diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul 

yang sah disertai saling ridha meridhai (antaradin minkum/mutual goodwill)2 

Maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah :

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (QS. An-Nisa ’ 

ayat29)

2 M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori..., h.266
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan 

transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur Harga. 

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu 

wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan 

terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang 

dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, 

maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga yang wajar dalam Pasar Islami bukanlah suatu konsesi, tetapi hak 

fundamental yang dikuatkan oleh Hukum Negara. Sekali orientasi dari sikap 

Negara ini lakukan, maka penentuan harga yang aktual akan menjadi soal 

penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan suatu bentuk persaingan 

yang sehat dalam Pasar Islami.3 Sangat berbeda sekali dengan pasar konvensional, 

disana diajarkan, bahwa untuk mendapatkan suatu model perkembangan pasar 

yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif mesti didasarkan pada faktor 

mutlak penawaran dan permintaaan, yang disebut dengan hukum supply and 

demand.

Para ulama terdahulu sudah banyak yang menulis buku tentang masalah 

ekonomi yang bisa kita jadikan acuan terlepas dari segala kekurangannya karena 

jauhnya jarak antara kita dan mereka dan semakin kompleknya permasalahan- 

permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia. Namun banyak dari 

pemikiran-pemikiran mereka yang futuristik yang layak kita kaji ulang. Salah

3 MA. Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, terj. M. Nastagin, (Yogyakarta : 
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 150
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satunya adalah pemikiran Abu Yusuf dengan Ibnu Taimiyah tentang perubahan

harga dan intervensi harga.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung

mekanisme pasar.4 Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika

terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat

barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah

ini sama dengan hukum permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti

ini karena pada kenyataanya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang

sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan

murah. Ia menyatakan :

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat 
dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa 
diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga 
mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal 
merupakan ketentuan Allah.”5

Abu Yusuf juga menjelaskan masalah pengendalian harga (tas’ir). Ia 

menentang penguasa yang menetapkan harga.

Bertentangan dengan pandangan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga 

adalah beliau berpendapat bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah 

barang atau penurunan persediaan (supply) atau disebabkan oleh peningkatan 

jumlah penduduk atau disebut juga sebagai kenaikan permintaan (demand) 

dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt.

4 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rev.ed 3 (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2012), h.252

5 Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1979), h.48
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Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab 

pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran, yaitu tekanan pasar yang otomatis 

dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Adapun 

faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan menurut beliau adalah 

intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi 

kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.6

Ibnu Taimiyah merekomendasikan intervensi pemerintah dalam penetapan 

harga ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar.

Berangkat dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas inilah 

penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang perubahan dan intervensi 

harga melalui perbandingan pemikiran tokoh antara Abu Yusuf dan Ibnu 

Taimiyah.

B. Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai 

perubahan harga ?

2. Bagaimanakah pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai 

intervensi harga ?

3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn 

Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga ?

6 Mustafa Edwin Nasution, et al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2006), h.187
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai 

perubahan harga.

2. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai 

intervensi harga.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan 

Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga.

D. K egunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada 

umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, 

diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga 

proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan 

memperoleh hasil maksimal.

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga 

mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan tentang harga terutama 

mengenai perubahan harga dan intervensi harga di pasar yang selama 

ini masih menjadi tanda tanya besar.
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E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan oleh Muslim, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas 

Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(2011) yang berjudul “Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan objek 

utamanya adalah pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks harga yang 

terdapat dalam tulisan-tulisannya. Untuk itu digunakan teknik analisa secara 

induktif, deduktif dan deskriptif-analitik untuk mengungkapkan konsep yang jelas 

tentang permasalan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Ibnu 

Khaldun menjelaskan keseimbang harga terjadi apabila penawaran dan 

permintaan seimbang. Agar terciptanya harga yang harmonis Ibnu Khaldun 

memaparkan konsep pasar bebas dimana tidak ada intervensi pemerintah. Penulis 

melihat ada hal positif dimana konsep pasar bebas yang di paparkan Ibnu Khaldun 

memberikan persaingan yang sehat, harga akan terbentuk secara alami di pasaran. 

Akan tetapi penulis melihat ada sisi kelemahannya, penulis menambahkan 

perlunya intervensi pemerintah, pemerintah disini bukan sebagai otoritas penentu 

harga tapi lebih kepada badan/lembaga pengawas agar tidak terjadinya 

peyelewengan seperti ihtikar, monopoli dan lain-lain.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muflikhatul Hidayah, Fakultas 

Agama Islam, Jurusan Syari’ah (Mu’amalah), Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (2007) yang berjudul “Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi 

Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu 

memaparkan atau menggambarkan data yang masuk, kemudian menganalisanya
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secara sistematis. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini 

adalah metode dokumenter, sedangkan metode analisa data yang dipakai dalam 

menganalisa data pada penelitian ini adalah induktif yaitu digunakan pada saat 

mengambil suatu kesimpulan dan deduktif yaitu data-data mengenai harga yang 

bersifat umum dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini yaitu bahwa cara menentukan harga 

dalam ekonomi Islam yaitu; dengan mempertimbangkan bahwa harga tersebut 

pantas, pantas disini adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga dan berprinsip kepada hakekat jual beli yaitu saling tolong 

menolong. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain; (1) 

kondisi perkonomian, (2) penawaran dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, 

(4) persaingan, (5) biaya, (6) tujuan perusahaan, (7) pengawasan pemerintah, dan 

(8) posisi tawar.

Elfithasari (2008), melakukan penelitian dengan judul .”Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental Ekonomi terhadap Indeks Harga Obligasi Perusahaan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental ekonomi 

terhadap indeks harga obligasi perusahaan. Variabel-variabel yang diamati dalam 

penelitian ini adalah tingkat bunga SBI, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar. 

Penelitian ini menggunakan data time series selama periode Januari 2001- 

Desember 2005, yang menggunakan model regresi linear. Penelitian ini 

menemukan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi indeks harga 

obligasi perusahaan adalah tingkat bunga SBI, nilai tukar dan jumlah uang 

beredar.
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Namun sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis analisis 

perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dengan Ibn Taimiyah tentang 

perubahan harga dan intervensi harga. Maka dari itu penulis berusaha 

mengungkap lebih jauh perbandingan pemikiran Abu Yusuf dengan Ibn Taimiyah 

tentang perubahan harga dan intervensi harga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) karena yang 

menjadi sumber data ialah buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang dibahas. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini 

metode pendekatan sejarah. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini 

merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Abu Yusuf Al-Kharaj dan 

karya Ibn TaimiyahMajmu’Fatawa. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk 

menganalisa dan merekontruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait 

dengan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam masalah perubahan 

harga dan intervensi harga.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa 

buku karangan Abu Yusuf : Al-Kharaj, dan buku karangan Ibn Taimiyah : 

Majmu’ Fatawa. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang 

diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen- 

dokumen lain yang mendukung.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yang juga disebut metode documenter, yaitu 

mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode 

deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan Metode 

deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat 

umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan proposal ini disusun dengan menggunakan uraian 

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai 

berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah 

yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi Tinjauan umum tentang harga yang 

meliputi pengertian harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga, teori harga, dan harga dalam keseimbangan Islam.

Bab III Biografi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah didalamnya diuraikan 

tentang riwayat hidup dan pendidikan, kondisi sosial politik, peranan Abu
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Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam pengembangan ekonomi Islam, karya-karya 

mereka dan pandangan mereka tentang ekonomi.

Bab IV Perubahan Harga dan Intervensi Harga menurut Abu Yusuf dan 

Ibn Taimiyah meliputi tentang perubahan harga, intervensi harga, dan analisis 

pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan 

intervensi harga.

Bab V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEO RI 

A. Pengertian H arga

Harga dalam bahasa arab tsaman dan price dalam bahasa inggris yang 

artinya harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti 

dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, 

harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.1 Definisi harga 

menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat- 

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.2

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya 

menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk 

atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut 

akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. 

Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh 

penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.3

1 Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Modern English 
Press, 1991), h. 508

2 Philip Kotler dan Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi Kedelapan, (Jakarta: 
Erlangga, 2001), h. 439

3 Indara NS, “Pengertian Harga”, one.indoskripsi.com/click/2499/0, ( diakses tanggal 12 
Maret 2016)

12
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Pengertian lainnya harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) 

yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa 

yang ditawarkan.4

Sistem Ekonomi Islam menjelaskan bahwa pasar memiliki otoritas dalam

menentukan atau mempengaruhi jenis dan jumlah komoditi yang hendak

diproduksi. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan pada suatu barang

menggambarkan harga yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang

tersebut ditambah dengan harga marginalnya sebagai keuntungan.5

Untuk itu, Kurshid Ahmad dan N a’iem Siddiqi sebagaimana yang dikutip

Muhammad Nejatullah Siddiqi mangatakan bahwa :

“Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh kondisi rata-rata 
dan bias sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam suatu 
pasar bebas dengan ketentuan bahwa perundangan-perundangan Negara, 
rencana-rencanya, dan kebijakannya, atau segala sesuatu pengawasan 
lainnya tidak mencampuri sistem jual beli, produksi dan penyediaan 
komoditi-komoditi dan persaingan bebas”.6

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem Ekonomi Islam 

merupakan nilai tukar komoditi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, 

kebijakan penguasa dan akibat persaingan bebas. Monzer Kahf menambahkan

4 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.191

5 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, ter. Anas Sidik, 
(Jakarta : Bumi Kasara, 1991), h.29

6 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam : Suatu penelitian 
kepustakkan masa kini, terj. AM. Saefuddin, (Jakarta : LIPPM, 1996), h. 128
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bahwa persaingan bebas dalam konsep Pasar Islam dipahami sebagai konsep 

persaingan bebas sehat atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan.7

B. Tujuan Penetapan H arga

Menurut Tjiptono, ada 4 hal yang menjadi tujuan penetapan harga, yaitu:8

1. Tujuan berorientasi pada laba. Ini didasarkan pada asumsi teori ekonomi 

klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga 

yang dapat menghasilkan laba yang maksimum. Dalam kondisi persaingan 

yang ketat dan serba kompleks penerapannya sangat sulit untuk dilakukan.

2. Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini berorientasi pada volume, 

dimana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target 

volume penjualan, nilai penjualan, ataupun untuk menguasai pangsa pasar. 

Misalnya: biaya operasional pemasangan jalur telepon untuk satu rumah 

tidak berbeda jauh dengan biaya pemasangan untuk lima rumah.

3. Tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan. Sebaliknya, 

harga rendah dapat dipergunakan untuk membentuk citra nilai tertentu.

4. Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara 

harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.

7 Monzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, 
ter. Machnun Hussein, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 51-57

8 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.35

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan-faktor.html
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5. Tujuan-tujuan lainnya. Penetapan harga dapat juga bertujuan untuk 

mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, 

mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan 

pemerintah.

C. Faktor-faktor Yang M em pengaruhi Tingkat H arga

Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan 

kebijakan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara 

lain :9

a. Keadaan Perkonomian

Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga

b. Kurva Permintaan

Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai 

tingkatan harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu 

yang memiliki kepekaan pasar yang beragam.

c. Biaya

Biaya merupakan menentukan batas bawah dari harga. Perusahaan 

tentu saja harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan.10 

Perasahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi,

"Pengertian Harga Definisi Tujuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penetapan Harga ”, http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan- 
faktor.html (diakses tanggal 8 Maret 2016)

10 Nembah F. Hartimbul Ginting, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Yrama Widya, 
2011), h.14

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan-faktor.html
http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan-faktor.html


distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang 

memadai atas usaha dan resikonya. Untuk dapat menetapkan harga dengan 

tepat, manajemen perlu untuk mengetahui bagaimana biaya bervariasi bila 

level produksinya berubah.

Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu :

1. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi 

atau penjualan.

2. Biaya variabel adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah 

menurut level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya 

totalnya berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi.

d. Persaingan

e. Pelanggan

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait 

dan bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara 

akurat.

f. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. 

Misalnya pemerintah menetapkan harga maximum dan harga minimum.

16
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D. Teori H arga

1. Teori Perm intaan (Demand)

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara 

jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat ke 

atas sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor.11

Permintaan adalah kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu 

jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:12

1. Harga barang itu sendiri

2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut

3. Pendapatan konsumen

4. Cita masyarakat / selera

5. Jumlah penduduk

6. Musim / iklim

7. Prediksi masa yang akan datang

2. Hukiiiii Perm intaan (The Law o f demand)

Analisis teori permintaan memfokuskan pada hubungan antara permintaan 

dan perubhan harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap. Berdasarkan teori 

ini ditetapkan suatu aturan yang berlaku secara teoritis mengenai permintaan yang 

disebut hokum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan berbunyi, “ bila 

harga suatu barang naik permintaannya akan turun, bila harga barang tersebut

11 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Bima Grafika, 1985), h.51

12 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi ketiga, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2012), h.76
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turun permintaannya akan naik” Dengan kata lain, permintaan berbanding 

terbalik dengan harga. Hukum permintaan ini hanya berlaku bila asumsi ceteris 

paribus (semua hal yang berpengaruh terhadap pembelian selain harga dianggap 

tetap, mislanya jumlah penduduk tetap, selera masyarakat tetap, dan tidak ada 

barang pengganti).13

Dari Hipotesa di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1) Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang 

lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan 

sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah 

pembelian terhadap barang tersebut.

2) Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumen 

berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama 

barang yang akan naik harganya.

3. Pengaruh F aktor Bukan H arga T erhadap Perm intaan

1) Harga barang lain

Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) golongan:

a. Barang pengganti/barang subsidi, yaitu apabila suatu barang 

dapat menggantikan fungsi barang lain. Contoh : Minyak tanah dan 

gas Harga barang subsidi dapat mempengaruhi permintaan 

terhadap barang yang digantikannya.

13 Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro & Makro, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2000), h.21
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b. Barang pelengkap/complementer, yaitu apabila suatu barang selalu 

digunakan secara bersama. Contoh : gula dan kopi.

c. Barang yang tidak saling berhubungan/netral. Contoh : kapal 

terbang dengan sandal jepit.

2) Pendapatan Konsumen

Berhubungan pendapatan konsumen akan menimbulkan 

perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jenis barang dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :14

a) Barang normal, yaitu barang yang permintaannya akan 

meningkat apabila pendapatan konsumen naik barang mewah atau 

barang lux, barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pakaian, 

sepatu, berbagai jenis peralatan rumah tangga dan berbagai jenis 

makanan.

b) Barang inferior atau barang bermutu rendah, yaitu barang 

yang diminta konsumen berpenghasilan rendah, apabila 

pendapatan konsumen tersebut naik maka permintaan terhadap 

barang inferior akan menurun. Contoh ubi kayu.

c) Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya barang itu terdiri dari 

kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan (beras, kopi dan 

gula) dan pakaian yang utama.

14 Sadono Sukirno,Mikro..., hal.80
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d) Barang mewah, yaitu jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila 

pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Contohnya emas, intan, 

mobil mewah, dan perabot atau hiasan rumah yang mahal.

3) Corak distribusi pendapatan

Jika Pemerintah menaikan pajak pada orang kaya, untuk 

menaikan pendapatan yang berpenghasilan rendah, maka corak 

permintaan barang berubah.

4) Cita rasa masyarakat / selera konsumen

Perubahan cita rasa masyarakat akan merubah permintaan terhadap suatu 

barang

5) Jumlah Penduduk

Pertambahan penduduk akan diakui oleh adanya kesempatan 

kerja. Dengan demikian akan merubah daya beli masyarakat, 

selanjutnya akan menambah permintaan berbagai barang.

6) Prediksi masa yang akan datang

Jika konsumen memprediksi akan adanya kenaikan harga suatu 

barang dimasa yang akan datang, maka permintaan terhadap barang 

tersebut meningkat.

4. Teori Penaw aran (Supply)

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada 

suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan tingkat harga tertentu. Sebagaimana 

juga halnya dengan permintaan, pada teori penawaran juga dikenal apa yang 

dinamakan jumlah barang yang ditwarkan dan jumlah penawaran. Jumlah
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penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual 

pada pasar tertentu, periode tertentu dan tingkat harga tertentu.15

Adanya permintaan masyarakat terhadap suatu barang belum memenuhi 

syarat terjadinya transaksi di dalam pasar, maka perlu adanya penawaran 

dari produsen / penjual.16

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat 

harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri

2. Harga-harga barang lain

3. Biaya produksi

4. Tujuan perusahaan

5. Tingkat produksi yang digunakan

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang 

sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut 

ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa 

“semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut 

akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu 

barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan” .17 Jadi,

15 Iskandar Putong, Pengantar..., h.24

16 Eko Marwanto,” Teori Permintaan Demand Dan Teori“, 

http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori.html (diakses tanggal

8 Maret 2016)

17 Sadono Sukirno, Mikro.., hal.86

http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori.html
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penawaran berbanding lurus dengan tingkat harga. Sebagaimana juga dengan 

hukum permintaan, hukum penawaran hanya berlaku bila hal-hal yang 

mempengaruhinya dianggap tetap atau ceteris paribus.

5. Pengaruh F aktor Bukan H arga Terhadap Penaw aran

a. Harga barang lain

Barang subtitusi maupun complementer akan mempengaruhi suatu 

barang yang dibutuhkan masyarakat. Jika harga barang import naik 

masyarakat cenderung untuk membeli barang buatan dalam negeri. 

sehingga mendorong produsen dalam negeri untuk menambah 

produksinya, maka penawaran harga tersebut meningkat.

b. Biaya produksi

Jika biaya untuk memperoleh faktor produksi tinggi, maka 

perusahaan akan rugi, bahkan akan menutup perusahaannya, sehingga 

barang yang diproduksinya akan menurun.

c. Tujuan Produksi

Setiap perusahaan mempunyai tujuan memaksimumkan 

keuntungan, sehingga perusahaan menggunakan kapasitas produksinya 

secara maksimal, tetapi menggunakan pada tinggkat 

kapasitas memaksimumkan keuntungan sehingga penawaran akan kecil.

d. Tingkat Teknologi

Kemajuan teknologi akan mengakibatkan: Produksi akan bertambah cepat 

Biaya produksi semakin rendah, keuntungan akan bertambah. Dengan 

demikian kemajuan teknologi cenderung menaikan penawaran.
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E. H arga Keseimbangan Dalam Islam

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan 

keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam 

ekonomika islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini 

terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (ba’ena an- 

tarodin minkum). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam 

mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh 

kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli 

dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.18

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan 

persetujuan khalayak masyarakat. Rasullulah SAW sangat menghargai harga yang 

terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim 

untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan 

penetapan harga manakala tingkat harga di Manidah saat itu tiba-tiba naik. 

Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penwaran yang murni 

dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik 

dan monopsonitik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. 

Khalifah umar bin khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW 

melarang mematok harga, sebagaimana hadis berikut:

18 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.169
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. J/^ Vj ^  4 ĵoJLj ĵ .l ^ ĵ!j  ^J/xj ^  ŜSl ul j^ j^ l

19 (^j/^^Jl °ljj)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra.katanya: (Ketika) harga di kota Madinah 

menjadi mahal di masa Rasulullah SAW., maka orang-orang berkata: "Wahai 

Rasulullah, harga-harga barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi 

kami. Rasulullah SAW. kemudian bersabda: "sesungguhnya Allahlah yang 

menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi 

rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar dapat bertemu Allah Ta'ala dan 

berharap tidak ada seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat 

zalim dalam darah dan harta. (HR. Bukhari)

Para ulama dari mazhab terkenal, yaitu Hambali dan Syafi’I, menyatakan 

bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah 

Al-Maqdisi adalah salah seorang ulama bermazhab hambali menulis bahwa imam 

(pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi 

penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa

24

19 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikri, 

t.th), Juz 2, h. 799.
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pun yang mereka sukai. Ibnu qudamah beralasan dari hadist yang diriwayatkan 

Abu Hurairah r.a yang menyatakan:

Artinya: bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata,” wahai rasulullah

saja” kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain mengatakan, wahai 

Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab, “tidak tetapi 

Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan”. (HR. Abu Dawud)

Ibnu Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak 

diperkenankannya mengatur harga :21

1) Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk 

menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti Rasulullah akan 

melaksanakannya.

tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum/ (diakses 
tanggal 27 Mei 2016)

SAW tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab: “tidak” justru biarkanlah

20 ,”Larangan Penetapan Harga Berlaku UntukKepemilikan Umum”, http://hizbut-

21 Lukman Hakim, Prinsip.., h.171

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum/
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum/
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2) Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (dhalim) yang dilarang. Ini 

melibtkan hak milik seseorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak 

untuk menjual pada harga berapa pun; asal ia sepakat dengan 

pembeliannya.

Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan 

pasar (equilibrium price) mempertimbangkan beberapa hal:

1. Bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan 

sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana kondisi pasar 

yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi 

persaingan sehat dan adil, suka sama suka (ba’ena an-tarodim minkum), 

hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 29: 

“Hai orang-orang yang beriman jaganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Semakna dengan suka sama suka adalah sama-sama merelakan 

keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan 

konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari 

barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan 

kepuasan. Bila produsen menjual produknya secara tidak terbuka maka 

masyarakat akan merasa kurang puas, sehingga konsumen akan memilih 

produsen yang lain.
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2. Dilarang melakukan Ikhtikar (Penimbunan)

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, 

dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas 

keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang 

lebih tinggi. Dalam membahas harga pasar, ada beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga, yaitu:22

a. Keinginan masyarakat (Ar-roghbah) atas suatu jenis barang 

mempunyai sifat berbeda-beda.

b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. 

Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat 

meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah 

permintaanya menurun.

c. Hal itu juga akan berpengaruh atas menguatnya/melemahnya 

tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan 

ukuran dari kebutuhan.

d. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) 

siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (al-mu’awid).

e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran (uang) 

yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum 

dipakai (naqd ra ’ji), harga akan lebih rendah ketimbang jika 

membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.

22 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2012), h.366



f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbal balik) 

pemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, 

jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan 

diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu 

bisa diwujudkan dengannya.

3. Larangan Tadlis (Penipuan)

Penipuan dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan 

menyangkut jumlah barang (quantity), mutu barang (quality), harga 

barang (price), dan waktu penyerahan barang (time o f delivery). Tadlis 

disebabkan karena adanya incomplete information .23

28

23 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 
MaqashidAl-Syariah, (Edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2014), h.205



BAB III

BIOGRAFI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH 

A. Abu Yusuf

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Abu Yusuf yang nama lengkapnya adalah Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib 

ibn Khunais ibn Sa’ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi adalah seorang 

Ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai pesoalan kehidupan.1 Ia 

lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Bagdad pada 

tahun 182 H (798 M).2 Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah 

dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Saad Al-Anshari. Keluarganya 

sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia 

mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah kehidupannya Abu Yusuf bukanlah orang yang lahir dari 

keluarga kaya raya. Beliau dilahirkan dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di 

Bagdad, Irak. Sewaktu kecil beliau harus sudah ikut bekerja bersama orang 

tuanya. Ayahnya menyuruhnya untuk bekerja sebagai pembersih pakaian yang 

sudah lusuh agar terlihat rapi kembali, tetapi kecintaannya pada ilmu membuatnya 

sering absen untuk tidak bekerja. Beberapa kali ayah Abu Yusuf harus 

menyeretnya untuk keluar masjid agar tetap bekerja, karena keluarga mereka yang

1 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.231
2 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi hukum islam, (Cet. Ke-1; Jakarta : PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1996), h.16
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memiliki banyak anak dan saudara yang membutuhkan sesuatu untuk makan. 

Akan tetapi, Abu Yusuf tetap pada pendiriannya. Setiap kali ayahnya pulang 

setelah menyeretnya keluar masjid dan menyuruh bekerja membersihkan pakaian, 

dia pun kembali lagi ke masjid mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Abu 

Hanifah.3

Setelah menikah, Abu Yusuf semakin rajin mendatangi halaqah keilmuan 

yang diisi oleh Abu Hanifah, seorang ulama pendiri mazhab Hanafi. Mazhab 

Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam Islam sebelum mazhab Maliki, 

mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali maupun mazhab lain, seperti Ad-Dzahiri yang 

dinisbatkan kepada Daud Ad-Dzahiri ataupun mazhab Al-Ibadi dan mazhab Syiah 

yang jumlahnya banyak. Hingga pernah suatu kejadian, ketika Abu Yusuf pulang 

pada malam hari dan seharian belum makan, dia meminta kepada istrinya untuk 

dibuatkan makan malam dan istrinya dengan rasa hormat ke dapur untuk 

membawa nampan yang ditutupi oleh kain. Dengan perasaan bahagia Abu Yusuf 

membuka kain yang ada di atas nampan piring itu, seketika ia kaget, dan berkata: 

“Hah... buku!?”. “Ya... suamiku, itulah yang kau hasilkan dari kerjamu di siang 

hari, maka makanlah buku itu pada malam hari”, jawab istrinya. Abu Yusuf 

bersabar atas perlakuan istrinya. Beliau tahu diri dan tidur dalam kelaparan.

Pernah suatu hari ayah Abu Yusuf mendatangi Abu Hanifah untuk 

menjelaskan keadaan anaknya yang sangat gila ilmu, padahal mereka adalah 

keluarga miskin. Mereka bukanlah dari keluarga yang kaya, anak dan istrinya 

butuh makan, begitu juga seluruh keluarganya, tetapi Abu Hanifah menjawab

3 Nurul Huda dan A. Muti, Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj (Imam Abu 
Yusuf), Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 5
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penuturan ayah Abu Yusuf dengan sederhana: “Jangan khawatir, suatu saat nanti 

Abu Yusuf akan menjadi orang besar, insya Allah”. Bahkan, karena begitu besar 

kecintaannya dengan ilmu, ketika anak pertama Abu Yusuf meninggal dunia dan 

pada waktu itu bertepatan juga dengan jadwal mengaji bersama gurunya Abu 

Hanifah yang sangat beliau cintai, Abu Yusuf malah mewakilkan kepada salah 

satu kerabatnya untuk mengurus jenazah anaknya hingga dikuburkan. Bahkan 

beliau tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya dikarenakan tidak ingin 

ketinggalan pembahasan ilmu dari Abu Hanifah.4

Kecintaan dan minatnya terhadap ilmu pengetahuan sudah terlihat sejak ia 

masih kecil. Hal ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh suasana kota Kufah yang 

pada saat itu merupakan salah satu pusat Islam, tempat para cendekiawan muslim 

yang datang silih-berganti dari seluruh penjuru dunia untuk saling bertukar pikiran 

tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada 

banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman 

bin Mahran Al-A’masy, Hasyam bin urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin 

Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajaj bin Arthah. 

Selain itu ia juga menimba ilmu kepada Abu Hanifah selama tujuh belas tahun. Ia 

pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal 

gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi 

tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya serta bimbingan dari para gurunya, 

Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang alim yang sangat dihormati berbagai

4 Nurul Huda dan A. Muti, Keuangan..., h.54
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kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Maka dari itu, tidak 

jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar 

yang menjadi muridnya antara lain Muhammad bi Al-Hasan As-Syaibani, Ahmad 

bin Hanbal, Yahya bin Harun Al-Wasithi, Al- Hasan bin Ziyad Al-Lu’lui, dan 

Yahya bin Adam Al-Qurasy.5

Saat Abu Hanifah merasakan bahwa beliau tidak lama lagi hidup di dunia, 

beliau berpesan kepada murid tercintanya Abu Yusuf, “Aku menyimpanmu kelak 

untuk umat Islam”. Sesaat setelah Abu Hanifah meninggal, Abu Yusuf bersama 

keluarganya hijrah ke Bagdad, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan Islam yang 

dipimpin oleh khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiah. Dengan ilmunya 

yang sempurna, yang beliau peroleh sejak kecil dari gurunya yang bernama Abu 

Hanifah, dalam waktu yang tidak cukup lama, Abu Yusuf mendapatkan posisi 

strategis di pemerintahan Baghdad pada waktu itu. Awalnya beliau menjabat 

sebagai hakim yang mengurusi hukum-hukum Islam. Akan tetapi berkat 

kejujuran, konsisten, luasnya ilmu, kuatnya pemikiran yang beliau miliki dan 

kelembutan sikap menjadikan beliau mendapatkan amanah menjadi qadhi al- 

qudhat (hakimnya para hakim) seluruh negara-negara yang berada di bawah 

kekuasaan Islam di seluruh dunia. Beliaulah yang menjadi orang pertama yang 

memimpin para hakim umat Islam.

Kemuliaan Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid terlihat 

setiap kali beliau berkunjung ke istananya, Harun Ar-Rasyid mengawali salam.

5Naili Rahmawati, “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf’,
http//alkalinkworld.files.wordpress.com.200911 .pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf.pdf, (diakses
pada tanggal 1 Januari 2016)



33

Dan saat Abu Yusuf meninggal, Harun Ar-Rasyid berjalan di depan jenazahnya 

dan menshalatkannya. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama besar yang 

dilahirkan oleh Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmu menjadikan 

beliau tetap dikenang hingga kini. Kecintaannnya terhadap ilmu masih terlihat 

bahkan setelah ia menjabat sebagai hakim. Meskipun disibukkan dengan 

kegiatannya dalam mengajar dan birokrasi, ia masih meluangkan waktunya untuk 

menulis. Beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah al-Jawami’, ar-Radd’ala 

Siyar al-Auza’i, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al-Qadhi, 

dan al-Kharaj.6

2. Kondisi Sosial Politik Abu Yusuf

Abu Yusuf dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H, dan di sanalah beliau 

tumbuh dan menimba ilmu. Di usianya yang dini beliau sudah belajar hadis dari 

para gurunya; Abu Ishak As-Syaibani, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin 

Urwah, Atha bin Assaib, dan Muhammad bin Ishak. Setelah itu, beliau juga 

menimba ilmu kepada ahli fikih dari Kufah yang bernama Abdurrahman bin Abi 

Laila. Barulah kemudian beliau berguru kepada Abu Hanifah dan berinteraksi 

dengan ilmu dan secara rutin mengikuti majlis ilmu Abu Hanifah selama 17 

tahun. Namun karena masalah ekonomi, Abu Yusuf terkadang tidak sempat 

datang untuk belajar, karena harus mencari nafkah. Setelah Abu Hanifah 

mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh muridnya yang cerdas, maka

6 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah., h.232
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seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh sang guru agar Abu Yusuf dapat 

berkonsentrasi untuk menimba ilmu.7

Sikap dan perilakuan Abu Hanifah terhadap muridnya tersebut 

memunculkan kekaguman dan penghargaan. Betapa tidak, beliau menanggung 

seluruh beban keuangan muridnya dan juga mangajarinya ilmu dan etika. Jika 

sejarah tidak secara gamblang menceritakan tentang harta kekayaan dan tanah 

yang ditinggalkan Abu Hanifah, maka beliau sudah cukup bangga, karena telah 

melahirkan murid-murid yang telah memenuhi dunia dengan ilmu dan 

pemahaman sekaliber Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar, 

dan Al-Hasan bin Ziyad.

Abu Yusuf tidak merasa cukup menimba ilmu dari Abu Hanifah dengan 

madrasah al-ra’yi. Lalu ia berangkat ke Madinah dan menimba ilmu kepada 

ulama terkenal di sana, yaitu Imam Malik yang dikenal dengan madrasah al- 

hadits, sehingga Abu Yusuf mengombinasikan keduanya. Pulanglah beliau ke 

Irak dengan berbekal ilmu ulama Madinah yang dikenal dengan ahli riwayat dan 

ilmu ulama Kufah yang dikenal dengan ahli dirayat atau ra ’yu  (pendapat). Kedua 

ilmu tersebut sangat membantunya dalam periwayatan hadis, sehingga salah 

seorang muridnya, Yahya bin M a’in, bersaksi tentangnya, “Aku tidak pernah 

melihat ahli ra ’yi lebih matang, menguasai dan lebih shahih dalam periwayatan 

hadis yang melebihi Abu Yusuf.”

Dilihat dari masa kehidupannya, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua 

zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan

7 Nurul Huda dan A. Muti, Keuangan... , h. 55
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kekuasaan Bani Abbasiyyah. Sejarah mencatat bahwa dinasti Abbasiyyah berhasil 

didirikan setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh 

keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan Bani 

Umayyah di Damaskus. Ketidakberdayaan menghadapi pemberontakan massal 

yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan tumbangnya Bani Umayyah 

pada tahun 750 M/ 132 H dengan dikalahkannya khalifah Marwan II.8

Tidak lama setelah perpindahan kekuasaan kepada Bani Abbasiyyah, Abu 

Yusuf pindah dari Kufah ke Baghdad pada tahun 166 H/782 M, yang disambut 

hangat oleh al-Mahdi dengan mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. 

Jabatan hakim tersebut terus dipegangnya sampai masa pemerintahan al-Hadi 

(165 H-170 H). Menurut William Muir, masa al-Mahdi adalah masa peralihan dari 

pemerintahan Abbasiyyah yang telah terkesan keras ke arah pemerintahan yang 

lembut makmur. Hal ini dapat dibuktikan dari sikapnya yang memulai 

pemerintahan dengan membebaskan semua tahanan yang berada di penjara, hanya 

mereka yang dianggap berbahaya tidak dibebaskan. Pada masa ini pun terlihat 

usahanya sangat positif ke arah pembebasan daerah yang selama ini terkekang 

oleh pemerintahan sebelumnya.

Setelah al-Mahdi, yang menjabat sebagai khalifah berikutnya adalah al- 

Hadi. Tidak lama kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Harun Ar-Rasyid. 

Pada masa Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam 

jabatan kenegaraan, karena beliau diangkat menjadi qadhi al-qudhat, yaitu ketua 

majelis para hakim. Pada masa ini pula, yang dalam analisis sejarah ditetapkan

8 Yulianti, “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf”, e-journal.stainsalatiga.ac.id., (diakses 
tanggal 30 Mei 2016)
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sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (the 

golden age of Islam) khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan pemimpin paling besar 

dan cemerlang dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyyah.

Catatan sejarah menginformasikan bahwa beliau telah memerintah selama 

23 tahun, dan telah membangun sebuah kemajuan dan kejayaan yang luar biasa di 

bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan serta peradaban 

Islam, sehingga banyak ditemukan kisah yang menceritakan tentang 

keagungannya. Di bawah pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini pula Baghdad 

menjadi kota metropolitan dan kota utama bagi dunia Islam yang dijadikan 

sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban Islam, 

serta pusat perdagangan ekonomi dan politik.

Zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid merupakan puncak kegemilangan 

pemerintahan Abbasiyah atau bisa juga dikatakan sebagai zaman paling gemilang 

dalam sejarah Islam. Pemerintahan ketika itu menikmati kebesaran, kekuasaan, 

dan keagungan ilmu pengetahuan. Menurut As-Suyuti bahwa zaman pemerintahan 

khalifah Harun Ar-Rasyid seluruhnya merupakan zaman yang penuh dengan 

kebaikan, semuanya indah seperti pengantin baru.

3. K itab Al-Kharaj

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab al- 

Kharaj (buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini 

bukanlah kitab pertama yang membahas masalah al-Kharaj (perpajakan).

Penulisan kitab al-Kharaj versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan 

pertanyaan khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan.
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Dengan demikian, kitab al-Kharaj ini mempunyai orientasi birokratik karena 

ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin 

menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola 

lembaga baitul mal dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur 

dan rakyat tidak terzalimi. Beliau telah menetapkan teori ekonomi yang sesuai 

dengan syariat islam.9

Sekalipun berjudul al-kharaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung 

pembahasan tentang al-kharaj, melainkan juga meliputi berbagai sumber 

pendapatan lainnya, seperti ghanimah, fai, kharaj, ushr, jizyah, dan shadaqah, 

yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta 

mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariah islam 

berdasarkan dalil-dalil naqliah (Al quran dan Hadis) dan aqliah (rasional).10

Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan 

terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan 

mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Ghanimah adalah segala 

sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui 

peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barangbarang 

dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Pemasukan dari ghanimah tetap ada dan 

menjadi bagian penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang 

tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap 

bagi Negara.

9 Syauqi Abu Khalil, Harun ar-Rasyid: Pemimpin Dan Raja Yang Mulia, (Cet.ke-1, 
Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.136

10 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah., h.233
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Pembagian khumus ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan 

untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan 

sisanya adalah saham bagi mereka yang ikut peperangan.

Fay adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang 

kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharaj tanah 

tersebut, jizyah perorangan dan usyr dari perdagangan.11

Usyr adalah zakat atas hasil pertanian dan bea cukai yang dikenakan 

kepada pedagang muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah 

Islamiyah, yang dibayar hanya sekali dalam setahun. Untuk pengelolaan zakat 

pertanian ditentukan sebagai berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik 

irigasi ditentukan 5 persen dan jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi 

tadah hujan ditentukan 10 persen. Bea cukai untuk pedagang muslim dikenakan 

2,5 persen sedangkan untuk orang-orang yang dilindungi dikenakan 5 persen.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim yang hidup di 

negara dan pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan hukum, 

kemerdekaan, keselamatan jiwa dan harta mereka.12

Secara umum, Kitab al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama 

yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan 

publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, buku ini 

bukan sekedar penjelasan tentang sistem keuangan islam. Lebih daripada itu, ia 

merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang mudah

11 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, terj. Ahmad. S, dkk, 
(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 33

12 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), h.160
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dilaksanakan sesuai hukum islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai 

dengan persyaratan ekonomi.

4. Pem ikiran Ekonomi Abu Yusuf

Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran ahl ar-ra’yu, Abu 

Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan 

menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian 

yang mendalam terhadap Al-Qur’an, hadis nabi, atsar shahabi, serta praktik para 

penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disingung adalah 

mewujudkan al-mashlahah al- ‘ammah (kemaslahatan umum).13

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan 

publik. Dengan adanya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf 

menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus 

diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini 

menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis 

mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang 

kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia 

menolak tegas tentang pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan 

yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak 

penindasan. Abu Yusuf menganggap penghapusan penindasan dan jaminan 

kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan

13 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.235
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pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek 

kesejahteraan.

Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan 

pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, sepertimana harga itu 

ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal 

terakhir tersebut, berdasarkan hasil observasinya sendiri, Abu Yusuf 

mengungkapkan teori yang justru berlawanan dengan teori dan asumsi yang 

berlaku di masanya.

a. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan 

serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya 

memenuhi kebutuan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang 

berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin 

Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang 

memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah 

mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.14

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk 

memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas 

tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa 

semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti 

pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara.

14 Abu Yusuf, K ita b ., h.14
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Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut 

hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan 

kepada mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak telihat ketika ia mengomentari 

proyek pembersihan kanal-kanal pribadi.

Persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul 

dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional 

mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus 

disediakan secara umum oleh Negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan 

tetapi, jika manfaat barang-barang publik tersebut diinternalisasikan dan 

mengonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi pihak yang lain dalam 

memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan dibebankan secara langsung.15

Abu Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati dan sungguh-sungguh 

menginginkan terhapusnya penindasan, tegaknya keadilan dan terwujudnya 

kesejahteraan rakyat. Inilah bentuk simpati Abu Yusuf dan keinginan yang tulus 

yang beliau coba sampaikan kepada para penguasa. Pemenuhan pelayanan publik, 

dalam cakupan inilah beliau mendesak para penguasa yang merupakan bagian dari 

titik tekan pemikirannya yaitu tanggung jawab negara. Pemikiran-pemikiran yang 

diilhami oleh semangat keislaman ini memiliki kontribusi besar dalam menetukan 

kewajiban penguasa, status Baitul Maal, prinsip-prinsip perpajakan dan hubungan 

pertanian kondusif untuk kemajuan sosial.

15 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h. 237
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b. Teori Perpajakan

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang 

jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons 

of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi 

pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak 

adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara 

mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik 

sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan 

memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia 

lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (proporsional tax) dari 

pada sisitem (fixed tax) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan khalifah 

umur hingga periode awal pemerintah dinasti Abbasiyah.16

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut 

perubahan sistem misahah yang sudah tidak efesien dan tidak relavan dimasa 

hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan khalifah umar, ketika 

sistem misahah digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami dan hanya 

sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian 

kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan kharaj juga 

dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami.

16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h. 242
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Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang 

tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai 

kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang 

menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang yang pasti akan 

membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan 

keuangan publik.17

Argumen Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang 

pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami ataupun tidak) dibenarkan 

hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk 

membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut, 

mengingat yang demikian itu akan memengaruhi para pemilik tanah yang tidak 

subur.

Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem misahah 

adalah tidak ada adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang 

barang tertentu. Kecenderungan perubahan harga gandum membuat cemas para 

pembayar pajak dan penguasa. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak 

perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah 

apabila sistem misahah ditarapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam 

bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan,

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk 
sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) 
akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk 
sejumlah para tertentu akan membuat pemerintah mengalami defidit

17 Abu Yusuf, Kitab..., h.48
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karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, 
biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh.”18

Hal ini berarti bahwa apabila harga-harga gandum turun dan pendapatan 

kharaj berbentuk sejumlah gandum, perbendaharaan Negara secara moneter 

mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan yang rendah dengan 

menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena 

pemerintah harus membayar belanja Negara yang sebagian besar dalam bentuk 

uang, hal tersebut akan turut memengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi 

masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, 

para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang berarti 

menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara 

moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf melihat bahwa jika harga gandum tinggi, 

pemerintah tidak akan membebankan pajak dalam bentuk sejumlah uang dan 

membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.

Abu Yusuf menekankan bahwa metode penetapan pajak secara 

proporsional dapat meningkatkan pendapatan Negara dari pajak tanah dan, di sisi 

lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Ia menyatakan,

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan 
pemasukan lebih banyak bagi keuangan Negara dan yang paling cepat 
untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para 
pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini 
akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan 
menguntungkan keuangan Negara”19

Oleh sebab itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyedia fasilitas 

infrastruktur bagi para petani. Dalam sistem misahah, peningkatan produktivitas

18 Abu Yusuf, Kitab h.48
19 Abu Yusuf, K ita b ., h.50
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tidak akan menguntungkan Negara. Dalam muqasamah, peningkatan dalam 

produktivitas akan menguntungkan keuangan Negara badan pembayar pajak 

sekaligus. Dukungannya terhadap penggunaan sistem muqasamah dalam hal 

penetapan pajak mengindikasikan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil 

dari pada tanah itu sendiri sebagai dasar pajak.

Terhadap administrasi keuangan, Abu Yusuf mempunyai pandangan 

berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan dampaknya 

terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada 

penilaiannya yang kritis terhadap lembaga Qabalah, yaitu sistem pengumpulan 

pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar 

secara lumpsum kepada Negara dan, sebagai imbalannya, panjamin tersebut 

memperoleh hak untuk mengumpulkan kharaj dari pada petani yang menyewa 

tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tingi dari pada sewa 

yang diberikan kepada Negara.

Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem 

Qabalah tersebut karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung, 

tanpa keberadaan pihak penjamin, akan mendatangkan pemasukan yang lebih 

besar. Menurutnya, agar dapat memperoleh keuntungan dari kontrak qabalah, 

biasanya pihak penjamin mengenakan pajak yang melebihi kemampuan para 

petani. Ia menyatakan,

“Nasihatku adalah anda tidak boleh membiarkan praktik qabalah, baik di 
sawad maupun diwilayah lainnya dengan alasan para penjamin bertindak 
salah demi meraih keuntungan para penjamin.Melalui tindakan seperti ini 
Negara dirusak dan rakyat binasa. Akan tetapi, para penjamin tersebut
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tidak pernah peduli jika hal ini disebabkan oleh tindakan mereka dalam
mengejar keuntungan.”20

Abu Yusuf menyarankan agar anda mengurus sebuah komisi yang terdiri 

dari orang-orang yang amanah dan jujur untuk menyelidiki perilaku para 

pemungut pajak dan cara-cara mereka memungut pajak dan menghukum mereka 

yang bersalah.

Untuk melindungi keuangan para pembayar pajak dan menjamin 

pendapatan Negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan 

survey secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak. Ia 

berpendapat, pajak harus ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf 

menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan 

tanah yang subur. Selain itu, untuk menjamin efisien dalam pengumpulan pajak, 

ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan 

kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negatif 

terhadap Negara, pembayar pajak serta memperlambat perkembangan pertanian.

Abu Yusuf memberikan perhatian tentang efisiensi dalam administrasi 

pajak untuk menjamin barang-barang yang dapat dikenai pajak. Fakta 

menunjukkan bahwa defisiensi dan mismanagement yang dilakukan oleh sebagian 

para pemungut pajak akan merusak hasil panen dan mengurangi pendapatan pajak 

Negara. Dalam hal terjadi instabilitas harga-harga bahan makanan, Abu Yusuf 

menyarankan agar bahan makan dijual dalam harga dibagi secara proporsional,

20 Sabahuddin Azmi,, Islamic Economics: Public Finance In Early Islamic Thought, 
(New Delhi: Goodword Books, 2002), h.102-103
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sehingga tidak berdampak negatif terhadap para pembayar pajak dan 

perbendaharaan Negara.

c. M ekanisme Pasar

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama awal yang membahas tentang 

mekanisme pasar. Salah satu hal yang beliau perhatikan adalah peningkatan dan 

penurunan produksi dalam kaitannya dengan pembentukan harga. Fenomena yang 

terjadi pada waktu itu adalah sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata 

diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti 

dengan harga yang rendah.

Dengan kata lain, pemahaman yang terjadi pada zaman Abu Yusuf tentang 

hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. 

Dalam literatur kontemporer fenomena ini dapat dijelaskan dalam teori 

permintaan, yang menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya 

kuantitas yang diminta.21 Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan 

sebagai berikut:

D= Q= f  (P)

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah 

permintaan suatu komoditi adalah negatif, yaitu apabila harga (P) naik maka 

kuantitas (Q) turun, begitu juga sebaliknya jika harga (P) turun maka kuantitas (Q) 

menjadi naik.

Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf dengan 

tegas. Berdasarkan observasinya dalam memperhatikan peningkatan dan

21 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah . ,  h.250
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penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, beliau menyatakan 

bahwa persediaan barang yang sedikit tidak selalu mengakibatkan harga akan 

mahal, dan bila persediaan barang banyak atau melimpah, harga pun tidak selalu 

akan turun. Sebagaimana ditulis dalam kitabnya beliau berargumen bahwa, 

kadang kala makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadangkala makanan 

sangat sedikit tetapi murah.

J* J ]  ijxiJj.......

J  ^  Cjjfc jflj , IjJli ljj& ^uill j£j jflj 1̂ Jil ^

Artinya: “....  tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat
dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan 
Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena 
melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena 
kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala 
makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah.”22

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P), ketika 

persediaan barang melimpah (Q), sementara harga akan murah walaupun 

persediaan barang berkurang (Q). Formulasi ini menunjukkan adanya kesamaan 

dalam hukum penawaran dimana hubungan antara harga dengan banyaknya 

komodoti yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Bila harga komoditi 

naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. 

Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan 

jumlah komoditi yang ditawarkan.23 Dalam sebuah formulasi yang sederhana, 

hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat:

22 Abu Yusuf, Kitab..., h.48
23 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah . ,  h.252
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S= Q= f  (P)

Poin kontroversial lain dalam analisis ekonomi abu Yusuf ialah pada 

masalah pengendalian harga (tas’ir). Abu Yusuf kemudian mengeluarkan analisis 

ekonominya terkait pengendalian harga (tas’ir). Beliau melarang penguasa yang 

melakukan penetapan harga. Argumenya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW,

j j  ^>JI jc  ^ J j J  J  j j  JJl jlc. j j  UijjjSl J  IS

j  A-lC ^  I (Jj1̂  J  J^^Jl jl  j c  A j j j c .

jjl JJ la! l ̂ -1̂ -  ̂Ĵ j Aa-Uj t° aU» j! ^c. JS Jk̂ uJl j  ; 1̂ J  (J-̂ l'Jl (J/a3

)o£. iLiaS j  1̂ J ^  (jl I'J c3JJ-J ^  C^^jJl

Artinya: Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila 
menceritakan kepadaku dari Hikam bin Utaibah dari seorang laki-laki yang 
menceritakan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah harga pernah naik. Maka 
orang-orang berkata kepada Rasulullah: Sesungguhnya harga telah naik, maka 
buatlah ketentuan (harga) yang menjadi pegangan kami. Maka Rasulullah Saw 
bersabda: Sesungguhnya rendah dan tingginya harga ada di tangan (kekuasaan) 
Allah, dan kita tidak dapat melampaui aturan dan ketentuan Allah.24

Di lain pihak Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain 

yang mempengaruhi harga, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi 

variabel itu adalah pergeseran permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu 

Negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.25

24 Abu Yusuf, Kitab . ,  h.49
25 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah . ,  h.252



50

B. Ibn Taimiyah

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Ibn Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abd al- 

Halim. Ia lahir di Kota Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661H).26 

Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya Abdul al-Halim, 

pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari 

mazhab Hambali. Pada tahun 1262 M, keluarganya mengungsi dari tempat 

kelahirannya menuju kota Damaskus menjelang kedatangan pasukan Mongol. 

Pada saat itu Ibn Taimiyah baru berusia 7 tahun. Berkat ketajaman akal dan 

kekuatan ingatannya, Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan ilmu dalam bidang 

yurisprudensi atau fiqh, hadits nabi, tafsir alquran, matematika dan filasafat, pada 

usia sangat muda. Karenanya dia melejit ke depan dibanding mereka yang belajar 

bersamanya.

Jumlah guru Ibn Taimiyah melebihi 200 orang, di antaranya adalah 

Syamsuddin al-Maqdisi, mufti pertama dari mazhab Hambali di Suriah setelah 

adanya reformasi sistem oleh Sultan Baibar. Ibnu Taimiyah baru berusia 17 tahun 

ketika mufti al-Maqdisi memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan 

fatwa (keputusan hukum). Ketika berusia 30 tahun ia diangkat menjadi kepala 

pengadilan, tetapi ia menolaknya. Ibnu Taimiyah saat itu masih tetap membujang, 

gaya hidupnya sangat sederhana dan selalu memperhatikan kepentingan orang 

lain.

26 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.351
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Ibnu Taimiyah hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak cukup 

menguntungkan. Ia menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan 

ekonomi mereka berantakan sejak awal hidupnya. Ibnu Taimiyah menegaskan 

bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya dengan standar minimum, 

agar ia mampu mengabdi kepada Allah yang maha kuasa dan hidup layak.

Ibnu Taimiyah juga merupakan tokoh yang cukup dikenal dalam dunia 

politik dan pemerintahan, bahkan beliau mendapatkan perlakuan khusus 

(istimewa) dari pemerintah. Tak heran jika banyak musuh dan penentangnya yang 

sering kali menebarkan fitnah. Setidaknya, Ibnu Taimiyah merasakan dinginnya 

ruang tahanan sebanyak empat kali. Di tempat inilah, Ibnu Taimiyah sangat aktif 

menulis dan banyak karya yang dihasilkan. Ibnu Taimiyah meninggal di dalam 

tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzulqa’dah 728 H).27

2. Kondisi Sosial Politik Ibn Taimiyah

Sejarah hidup Ibn Taimiyah (1263-1328) ditandai dengan terjadinya 

pergolakan politik dan sosial. Sekitar lima tahun sejak ia lahir, Dinasti Abbasiyah 

yang telah berusia beberapa abad, dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dan hanya 

tiga tahun sebelum lahir, pasukan Tartar memasuki Damaskus dan Aleppo, 

sebagai penahluk pasukan Tartar menyerang dan menjarah Harran. Kelahiran Ibn 

Taimiyah, ketika dia baru berumur tujuh tahun. Banyak penduduk setempat 

kemudian meninggalkan wilayah itu, mengungsi ke Suriah dan Mesir. Keluarga

27 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.352
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Ibn Taimiyah mengungsi ke Damaskus. Sejak saat itu banyak belajar tentang 

masyarakat dan berusaha mengejar ilmu pengetahuan akademik.

Kelebihan-kelebihan moral dan intelektual Ibn Taimiyah juga dipertajam 

dengan visi kehidupannya yang penuh arti, yakni keterlibatannya dalam berbagai 

jabatan penting. Ia tidak sekedar guru dan hakim sebagaimana layaknya tradisi 

sang kakek dan ayah, namun perkembangan politik memaksanya untuk 

memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol demi membela tanah air 

Syiria. Dalam berbagai kesempatan, ia juga sering melontarkan ide yang lebih 

sering bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagai besar 

masyarakat besar kebanyakan. Meskipun sikap itu membuatnya dalam suasana 

terpojok dan sulit, tetapi ia tidak pernah goyah dari pendiriannya.28

Ibn Taimiyah semakin dikenal oleh umat islam. Hal ini disebabkan 

keterlibatannya dengan persoalan politik. Pada mulanya, didasari rasa tidak 

puasnya terhadap penyelesaian kasus Assaf al-Nasrani, seorang beragama Kristen 

yang telah menghina Nabi Muhammad dan umat Islam setempat. Ketidak puasan 

itu di picu oleh sikap gubernur yang memberikan opsi kepada Assaf, hukuman 

mati atau memluk Islam. Dengan adanya opsi itu, Assaf itu memilih memeluk 

Islam.

Ibn Taimiyah pertama kali berontak dengan penguasa Mamluk pada tahun 

1294 M, tatkala berusia 32 tahun dan memimpin demo di Damaskus menentang

28 Luluk Husnawati, “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibn 
Taimiyah,” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.33
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katib Kristen yang dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kitab itu 

di tahan dan dihukum, Ibn Taimiyah tak urung juga ikut tertawan lantaran 

dianggap menghasut rakyat.

Kerenggangan dengan hubungan Negara bermula dari berbagai 

pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu pada tahun 1298, ia 

mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan 

dengan keyakinan ulama pemerintah Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian 

mengumpulkan wakil-wakil rakyat didua kota itu dengan di pimpin para ulama 

dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang untuk membahas 

pendapat Ibn Taimiyah yang kontroversial itu. Tahun 1305 M, ia dibawah ke 

Kairo untuk dipenjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan 

pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati bagi siapapun yang membela 

pendapat Ibn Taimiyah.29

Ia memulai kehidupan penjara itu selama satu setengah tahun sebelum 

dibebaskan kembali karena intervensi salah seorang pejabat tinggi Syiria. Akan 

tetapi, kemerdekaannya kembali pupus setahun kemudian ketika tokoh-tokoh Sufi 

Kairo menggugat kutukan Ibn Taimiyah terhadap “ijtihad para sufi kairo” (para 

sufi yang menganut ajaran ijtihad dengan Allah). Peristiwa ini kembali dalam 

kehidupan penjara ketiga kali. Ia di tahan di sebuah istana di Alexandria selama 

dua tahun sampai dibebaskan oleh Sultan al-Malikan an-Nasir. Usai tiga tahun 

mengenyam kebebasan di Kairo, yang dijalaninya dengan kegiatan mengajar dan 

menulis, Ibn Taimiyah kembali ke Syiria pada tahun 1312 M.

29 Luluk Husnawati, “H u k u m ., h.34
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Di negeri itu ia memimpin masyarakat untuk tidak mengencam pemerintah 

sampai tahun 1318 M, ketika al-Malik an-Nasir mengeluarkan larangan baginya 

untuk menyampaikan fatwa tentang masalah perceraian (talak). Para anggota 

dewan dikumpulkan dan memutuskan menjebloskan kembali Ibn Taimiyah ke 

penjara karena tidak mematuhi pemerintah penguasa. Meskipun enam bulan 

kemudian ia di bebaskan, masalah tersebut belum juga reda karena para anggota 

dewan yang lain menebar fitnah yang menghasilkan tambahan hukuman penjara 

lima bulan pada tahun 1320 M.

Ia dipenjarakan kembali setelah lima tahun mereguk kebebasan dengan 

kegiatan mengajar dan menulis. Penyebab utamanya adalah fatwa-fatwanya 

tentang larangan berziarah kubur. Dewan hakim (para qadi) diminta bersidang 

oleh Sultan. Keputusan mereka adalah memenjarakan Ibn Taimiyah, yang 

kemudian wafat dalam penjara pada tanggal 26 september 1328 M (usia 67 

tahun).30

Ibn Taimiyah wafat dan disambut dengan derai air mata ratusan ribu para 

pendukungnya. Mereka yang mengantar jenazahnya kepemakaman, bahkan 

menyajikan berbagai ragam tanda kehormatan yang sebenarnya perbuatan itu di 

tentang oleh Ibn Taimiyah karena dianggap bid’ah.

30 Luluk Husnawati, “H u k u m ., h.36
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3. Pem ikiran Ekonomi Ibn  Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya 

tulisnya antara lain M ajmu’ al Fatawa, al Hisbah f i  al Islam, as-Siyasah asy- 

Syar’iyyahfi Islah al-Ra’i wal-Ra’iyah, dan lainnya.

a) H arga yang adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak 

awal kehadiran islam. Al quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap 

aspek kehidupan umat manusia. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam 

beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam 

kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak 

tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah 

kompensasi dengan harga yang adil (qimah al-adl).

Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali 

menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara ( ‘iwadh al-mitsl) dan 

harga yang setara (tsaman al-mitsl).31 Ia menyatakan, “Kompensasi yang setara 

akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs 

a l-‘ad{).”

Konsep Ibn Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (iwadh al-mitsl) 

tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Persoalan tentang 

kompensasi yang adil atau setara muncul ketika mengupas persoalan kewajiban

31 Isnaini Harahap, et al., Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
h.107
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moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa 

kasus berikut:32

a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang 

lain atau merusak harta atau keuntungan.

b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali 

sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi 

terhadap luka-luka sebagian orang lain.

c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (al- ‘uqud al- 

fasidah) dan akad yang shahih (al- ‘uqud al-shahihah) dalam suatu 

peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan 

kewajiban finansial lainnya. Misalnya:

a) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang muslim, anak- 

anak yatim dan wakaf.

b) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan 

pembayaran kompensasi.

c) Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (al-musyarik al- 

mudharib).

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, 

ia menjelaskan,

“Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah 

yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima

32 Nur Chamid, Jejak..., h.233
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secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya 

peningkatan atau penuruna kemauan (rugbah) atau faktor lainnya. Hal ini 

dinyatakan sebagai harga yang setara.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah yang dibentuk 

oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan 

permintaan dengan penawaran.

b) Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai 

tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat 

hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat.

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah 

menjelaskan,

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui 
(musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. 
Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui 
(tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”33

c) Konsep Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang

secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang

lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif

(ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap

kondisi pasar yang ada (mustarsil). Ia menjelaskan,

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan 
memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut.

33 Ibn Taimiyah, Majmu ’ Fatawa Syaikh al-Islam, (Vol.34; Riyadh: Matabi’ al-Riyadh, 
1963), h.72.
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Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang 
miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (al-ribh al- 
mu’tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang 
sedang sangat membutuhkan (dharurah)”34

d) Relevansi Konsep H arga Adil dan L aba yang Adil Bagi M asyarakat 

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang

terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan 

berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga 

dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat 

dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini 

akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban 

moral dengan kewajiban finansial.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan,

“Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara zalim dengan 
membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, 
yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja 
berhak meminta upah yang adil.”35

e) M ekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang 

bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga yang ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan bahwa,

34Ibn Taimiyah, Majmu ’.. ,,Vol.25, h.501 
35 Ibn Taimiyah,M ajmu’, Vol.30..., h.163
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Artinya: “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman 
orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh 
kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. 
Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga- 
harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan 
permintaan terhadapnya menurun, hargapun turun. Kelangkaan atau 
kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia 
bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau 
terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah 
kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati 
manusia. ”

Dari pernyataan tersebut, tampak pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan 

harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu 

Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih 

jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan 

kekuatan pasar dalam hal ini.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal 

sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (supply) dan permintaan (demand), 

yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan 

persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada 

harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila 

terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga- 

harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

tUM ' J ' t l  * a  Tw
* *  *  V  *  -  ,  *  *

36 Ibn Taimiyah, Majmu ’, Vol 8 ..., h.523
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f) Regulasi H arga

Ibnu Taimiyah juga membahas dengan secara detil mengenai konsep 

kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Tujuan regulasi harga adalah 

untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan 

harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan yang adil dan sah menurut 

hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga 

yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar 

bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.

Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari 

pasar dan oleh karenanya, menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara 

sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia 

menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, 

seperti transaksi jual beli yang tergantung pada kesempatan yang membutuhkan 

pengetahuan dan pemahaman.

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam 

beriklan dan disaat yang bersamaan mendukung homogenitas dan standarisasi 

produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang 

tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan 

memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang 

lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para
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importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta 

untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. 

Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang- 

barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang- 

barang yang tersedia di tempat itu, karena akan merugikan para pembeli.37

1) Pasar yang Tidak Sem purna

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibn Taimiyah 

merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan 

harga pada saat ketidaksempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para 

penjual (arbab al-sila) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali 

pada harga yang lebih tinggi daripada harga normal (al-qimah al-ma’rufah) dan 

pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, 

mereka akan di minta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang 

adil.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli 

terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus 

seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (qimah al-mistl) terhadap jual beli 

mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk mengunakan 

kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi 

masyarakat.

Dalam hal ini, Ibn Taimiyah memberikan gambaran tentang prinsip dasar 

untuk menghilangkan kezaliman. Ia menyatakan, ”Jika penghapusan seluruh

37 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah., h.370
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kezaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkannya 

semaksimal mungkin.”

Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan, disisi 

lain, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi 

harga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun menentang keras praktek 

monopoli, Ibn Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari 

para pelaku monopoli karena jika hal itu dilarang, masyarakat akan semakin 

menderita.38 Oleh karena itu pula, ia semakin mendorong pemerintah agar segera 

melakukan penetapan harga.

Ibn Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian 

untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga 

dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai 

monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual 

yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Ia menyatakan, 

”Seseorang penjual dilarang mengenakan harga yang sangat tinggi, yang tidak 

lazim dalam masyarakat, kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang 

sebenarnya (mustarsil) tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang 

berlaku di pasaran (al-qimah al-mu’tadah) atau yang mendekatinya, apabila telah 

dikenakan harga yang sangat tinggi, seseorang pembeli berhak meninjau ulang 

transaksi bisnisnya... seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum 

dan dilarang memasuki pasar.”39

38 Ibn Taimiyah, M ajmu’..., Vol. 29, h. 240-241
39 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah., h.371



Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan hadis nabi yang menyatakan 

bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak 

mengetahui harga yang sebenarnya adalah riba (ghaban al-mustasil riba).

2) M usyaw arah U ntuk M enetapkan H arga

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu 

pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan 

dengan hal ini, Ibn Taimiyah menjelaskan, ”Imam (penguasa) harus 

menyelenggarakan musyawarah dangan para tokoh yang merupakan wakil dari 

para pelaku pasar (wujuh ahl al-suq). Anggota masyarakat lainnya juga 

diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat menyatakan 

pembuktian mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidaikan terhadap 

pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka 

pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, 

hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa 

persetujuan dan izin mereka.”40

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al-Walid, Ibn Taimiyah 

menjelaskan, ”Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal 

ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat 

menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak menggandung 

hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa 

persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan,
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harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan serta barang-barang 

masyarakat akan dihancurkan”.

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga 

yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti 

timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat 

harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, 

apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan 

menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan 

publik.

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap 

berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung di muka, ia 

menyatakan bahwa apabila para tenaga kerja menolak memberikan jasa mereka 

sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan 

dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. 

Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan pekerja 

dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.
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PERUBAHAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA MENURUT ABU 

YUSUF DAN IBN TAIMIYAH

BAB IV

A. Perubahan H arga dan Intervensi H arga M enurut Abu Yusuf

1. Perubahan H arga

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung 

mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan 

produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada 

masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung 

akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga 

cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada 

zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya 

memperhatikan kurva demand. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi 

oleh Abu Yusuf.1

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu 

Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan 

antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta. Hubungan harga dan 

kuantitas dapat di formulasikan sebagai berikut:

D = Q = f (P)

1 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.250
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Formulasi ini menunjukan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah 

permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila P| maka Qj begitu sebaliknya. 

Dari formulasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan 

bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi 

yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh 

konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya 

tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, 

dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Ia menyatakan,

2H4k j  ^  jlj , ute j£i jlj

Artinya: “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang- 
kadangmakanan sangat sedikit tetapi murah”.

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P3) ketika 

persediaan barang melimpah (Q3), sementara harga akan murah walaupun 

persediaan barang berkurang (Q3). Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu 

Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara 

persediaan barang (supply) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak 

bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan 

penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu 

berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan 

atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menyatakan,

2 Abu Yusuf, Kitab..., h.48
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j JJ 6 4 J j .......

L iu ] , 4 j J 3  3 *  o J ^ . c . V j  ^ a l i^ a l l  " o j ^  (3*  (_ j jo . i l j .J A  <■' f\.AxA\

^ j i i b l j  A\ j *

Artinya: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat 
dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. 
Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak 
disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan 
Allah."

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan 

antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai 

kemiringan positif. Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara 

harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat di bawah ini:

S = Q = (P)

Formulasi ini menunujukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah 

permintaan suatu komoditi adalah positif, apabila P| maka Q| begitu juga 

sebaliknya. Dari formulasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum penawaran 

mengatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penambahan 

jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka 

akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.

Penting untuk diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya 

memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan 

dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam 

pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan,

3 Abu Yusuf, Kitab..., h.48
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monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga 

kepada kekuatan permintaan dan penawaran.4

2. Intervensi H arga

Abu Yusuf juga menganalisis mengenai masalah pengendalian harga 

(ta’sir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Hal itu dikarenakan 

murahnya suatu harga bukan berarti karena melimpahnya suatu komoditas barang, 

demikian juga mahalnya harga bukan berarti disebabkan oleh kelangkaan suatu 

komoditas. Karena murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT. Abu 

Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut 

mempengaruhi naik turunnya harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara 

itu, penimbunan, penahanan barang, atau lainnya. Pendapat Abu Yusuf ini 

didasarkan pada beberapa hadis yang ditulis dalam bukunya, Kitab al-Kharaj, 

antara lain:

J/i d  dp ĵ l J/i 

64Jj ^  ^ l  j  j j l  J l j  ®j^- jt^J' j0 J j^  Ijtui
•20 1* 0 o “£ i

Artinya: Abu Yusuf berkata: Tsabit Abu Hamzah al-Yamani menceritakan 
kepadaku dari Salim bin Abi al-Ja’ad dia berkata: Saya mendengarnya dia 
berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw: Sesungguhnya harga 
telah naik maka tetapkanlah harga bagi kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga ada di tangan (kekuasaan) 
Allah. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah dimana tidak ada seorang 
pun yang menuntutku terhadap kezaliman yang aku lakukan padanya.

4 Nur Chamid, Jejak..., h. 162
5 Abu Yusuf, Kitab..., h.49
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Artinya: Dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ayyub 
dari Hasan, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan 
harga. Orang-orang berkata: Mengapa engkau tidak menetapkan harga untuk 
kami. Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, 
yang menahan dan memberikan (rezeki). Demi Allah, aku tidak memberikan dan 
menahan sesuatu kepada kalian, aku hanyalah yang menyimpan (sesuatu) aku 
melakukan urusan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku 
berharap dapat menemui Allah dimana tidak ada salah seorang pun yang 
menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan padanya menyangkut jiwa, darah 
dan harta.

Adapun penguasa pada periode tersebut secara umum menyelesaikan 

permasalahan harga yang meningkat dengan cara peningkatan supply dari 

makanan pokok dan mereka menghindari pengontrolan harga. Trend normal 

dalam pemikiran ekonomi islam mendukung pasar yang bebas dari penimbunan, 

monopoli dan praktik-praktik korupsi lainnya kemudian membiarkan determinasi 

harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf termasuk 

pemikir islam yang mendukung arus trend tersebut.7

Menurut penulis pemikiran Abu Yusuf tentang larangan penguasa dalam 

mengendalikan harga harus kita terima sebagai sebuah produk ijtihad karena hasil 

pemikirannya tersebut tidak lain merupakan buah dari hasil observasinya yang

6 Abu Yusuf, Kitab..., h.49
7 Nur Chamid, Jejak..., h. 162
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tidak lepas dari dimensi sosial politik pada waktu itu. Oleh karena itu, dalam 

pandangan penulis hasil pemikirannya tersebut hanya berlaku pada masa ketika 

Abu Yusuf hidup.

B. Perubahan H arga dan Intervensi H arga M enurut Ibn Taimiyah

1. Perubahan H arga

Pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat 

dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak 

selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap 

naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal 

sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (supply) dan permintaan (demand), 

yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan 

persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada 

harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila 

terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga- 

harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. 

Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan 

mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan,
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, x g j  J* iJlg  ̂ jJl igiUni '<\ Ulfibti 

IpJUIjJli M  JIllgi^llJlS J& Ulj ,eC^l^lA]J*^l*ijj1^J
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Artinya: “Jika orang-orang telah menjual barang dagangannya dengan cara 
yang m a’ruf dan tanpa kezaliman, sedangkan harga terus naik, entah itu 
disebabkan oleh sedikitnya barang (penawaran) maupun oleh karena banyaknya 
orang yang membutuhkan (permintaan), maka hal demikian terserah Allah. 
Memaksa masyarakat untuk menjual dengan harga tertentu tidaklah dapat 
dibenarkan.”

Dalam pernyatannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga 

terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. 

Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan 

(supply), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai 

kenaikan permintaan (demand). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh 

penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikkan sebagai perbuatan 

Allah Swt, untuk menunjukan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.9

2. Intervensi H arga

Suatu ketika Rasulullah SAW merespon realitas harga komoditas 

perdagangan yang cenderung naik dam memberatkan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadukan permasalahan tersebut 

kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tercermin 

jawaban Rasulullah SAW sebagai berikut:

8 Ibnu Taimiyyah, Al-Hisbah Fil Islam, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1976), h. 22.
9 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah..., h.366
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Artinya: Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan 
beranjak naik pada zaman Rasulullah SA W, lalu para sahabat mengadu kepada 
Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, 
maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: 
Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang 
Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa 
dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang 
menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan 
harta.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa 

yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan 

hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh 

daya beli mereka.

Pada bagian ini, akan disajikan pandangan dan pemahaman sahabat dan 

para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas 

kebijakan Rasullullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, 

sebagai berikut:

a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat 

bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan 

pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga 

disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al- 

Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi

’ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), h. 731-732.
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Balta’ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya 

berkata:

Artinya: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.

b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di 

atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan 

syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan 

untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.

c. Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak 

memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: Pertama, Rasulullah 

tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. 

Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah 

melakukannya. Kedua, Penetapan harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang 

dilarang, kerena persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan 

setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga 

berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan 

pada dua hal: Pertama, Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa 

pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dan Kedua, Umar ibn al- 

Khattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa 

dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam 

mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.
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Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas sehingga 

Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan 

mencermati hal-hal sebagai berikut:11

a. Sebab wurud atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai 

dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang 

berlaku untuk semua kasus;

b. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual 

barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;

c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadan normal yang tunduk kepada 

hukum permintaan dan penawaran.

Hal ini dibuktikan dengan prilaku Rasulullah SAW yang melakukan 

intervensi harga pada kasus-kasus lain, sebagai berikut: Pertama, Rasulullah 

SAW mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan 

(pembebasan) budak. Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan 

pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan 

dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada 

harga yang adil (qimah a l-‘adl) dari budak itu tanpa ada tambahan dan 

pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban 

yang merupakan bagiannya. Kedua, Rasulullah mengintervensi harga pada dua 

orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di 

atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejek langkah 

kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan

11 Syamsul Hilal, Jurnal: Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, (Telah Pemikiran Ibn 
Taimiyah), (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari’ah, 2014), h.25
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permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan 

memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah 

dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak 

mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan 

pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya 

kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat 

itu.

Dari dua kasus tersebut di atas, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila 

intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu 

orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa 

(intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan 

karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.12

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa naik 

turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, 

akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan 

kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran 

barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi 

lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan 

berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. 

Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan

12 Ibn Taimiyah, Majmu ’ ..., Vol 30, h.234
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pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur dzulm akan tetapi hal 

ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan 

di hati manusia.13

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan 

pendapat Ibn Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu’man dalam memahami hadis 

tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa 

Rasulullah tersebut, meyakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri 

(emergency), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan 

hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga 

meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama 

dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para 

pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual 

barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan 

keridhoannya.14

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibn Taimiyah maupun Ahmad 

Fikri Nu’man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi 

bersumber dari Nya baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. 

Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.

b. Naik turunnya harga suatu komuditas perdagangan ditentukan oleh 

dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.

13 Ibn Taimiyah, Majmu ’ ..., Vol 8, h. 523
14 Ahmad Fikri Nu’man, Al-Nadzoriyah Al-Iqtishadiyah Fi Al-Islam, (Beirut: Maktabah 

al-Islamiyah, 1995), h. 72
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c. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak 

selalu dilatarbelakangi oleh tindakan culas segelintir pedagang, tetapi 

faktor b.

d. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika 

bertransaksi.

Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah 

dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari’at Islam. Adapun 

kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai 

berikut:

Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang 

merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. 

Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. 

Kedua, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah 

memberlakukan hak hajar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak 

pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan 

dasarnya. Ketiga, Terjadinya hasr atau pemberontakan sehingga distribusi barang 

hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini 

untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan 

sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, Terjadi kolusi di 

internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu
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dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada 

terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.15

C. Analisis Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan H arga 

dan Intervensi H arga

1. Perbedaan Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan 

H arga

Perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, yaitu Abu yusuf 

menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan 

barang (supply) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada 

permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena 

itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan 

peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan 

produksi. Abu Yusuf menyatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan 

mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya 

tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga 

mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal 

merupakan ketentuan Allah.”16 Terkadang makanan yang berlimpah tetapi tetap 

mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Sebagai contoh pada 

saat menjelang lebaran harga kebutuhan pokok tetap mahal walaupun jumlahnya 

banyak dan juga pada ubi akan tetap murah walaupun jumlahnya sedikit. 

Pemikiran Abu Yusuf secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi 

perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup dan

15 Syamsul Hilal, Jurnal: Konsep..., h.27
16 Abu Yusuf, Kitab..., h.48
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yang paling mendominasi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa pemerintahan 

Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan pemerintahan Islam. Pada masa ini 

perekonomian sangat makmur sehingga daya beli masyarakat sangat tinggi. Tidak 

ada lagi kemiskinan atau bisa dikatakan masyarakat sudah mempunyai 

perekonomian yang baik sehingga penerima zakat pada masa itu susah untuk 

ditemukan.

Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah adalah naik turunnya harga 

disebabkan karena adanya kedzaliman dari beberapa pelaku transaksi. Kadang 

terjadi karena jumlah penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. 

Oleh karena itu apabila permintaan terhadap barang itu naik sementara 

ketidaksedianya atau penawarannya menurun maka harga akan naik. Dan 

sebaliknya apabila ketersediannya menaik dan permintaan menurun, maka harga 

barang tersebut akan turun. Kelangkaan dan melimpahnya barang bukan 

disebabkan karena tindakan seseorang akan tetapi karena kehendak Allah yang 

telah menciptakan keinginan dalam hati manusia. Pemikiran Ibn Taimiyah secara 

umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik pada 

masa pemerintahan Mamluk. Pada masa ini kondisi perekonomian sangat buruk 

karena terjadi pemberontakan oleh pasukan Mongol yang menyebabkan 

penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh masyarakat khususnya 

fakir miskin.
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2. Perbedaan Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah Tentang Intervensi 

H arga

Pemikiran Abu Yusuf tentang penentangannya terhadap penguasa yang 

menetapkan harga didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah SAW sehingga ia 

berpendapat bahwa harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar dan pemerintah sama 

sekali tidak mempunyai wewenang untuk mengatur harga, berapapun yang 

mereka sukai. Pemikiran Abu Yusuf secara umum dipengaruhi oleh latar belakang 

kondisi perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup 

dan yang paling mendominasi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa 

pemerintahan Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan pemerintahan Islam. Pada 

masa ini perekonomian sangat makmur sehingga daya beli masyarakat sangat 

tinggi. Tidak ada lagi kemiskinan atau bisa dikatakan masyarakat sudah 

mempunyai perekonomian yang baik sehingga penerima zakat pada masa itu 

susah ditemukan.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh 

Pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari’at Islam. 

Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi harga oleh pemerintah versi Ibn 

Taimiyah adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang 

merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. 

Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. 

Kedua, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah
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memberlakukan hak hajar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak 

pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan 

dasarnya. Ketiga, Terjadinya hasr atau pemberontakan sehingga distribusi barang 

hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini 

untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan 

sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, Terjadi kolusi di 

internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu 

dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada 

terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.

Pemikiran Ibn Taimiyah secara umum dipengaruhi oleh latar belakang 

kondisi perekonomian dan politik pada masa pemerintahan Mamluk. Pada masa 

ini kondisi perekonomian sangat buruk karena terjadi pemberontakan oleh 

pasukan Mongol yang menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam yang 

dihadapi oleh masyarakat khususnya fakir miskin. Sehingga harga di pasaran tidak 

stabil, jadi menurut Ibn Taimiyah dibutuhkan intervensi harga oleh pemerintah 

agar masyarakat tidak terdzolimi.

3. Persam aan Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah

Dalam hal perubahan harga Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah berpendapat 

bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang 

tertentu. Terkadang, hal tersebut dapat disebabkan pula karena kekurangan 

produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Selain itu, 

kelangkaan atau kelimpahan barang bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang 

tertentu. Hal ini disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT.
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Secara umum dan mendasar Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah sama-sama 

mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan 

dan penawaran terhadap harga, hanya saja dalam pembahasan mekanisme ini, 

Abu Yusuf memiliki pandangan yang terbalik dari pandangan harga secara umum 

tentang pengaruh produksi terhadap harga. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa 

meningkatnya barang produksi akan mempengaruhi terhadap turunnya harga, 

karena jika permintaan terhadap harga meningkat sedangkan penawaran menurun, 

harga tersebut akan naik dan begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya kenaikan 

harga tergantung besar kecilnya penawaran atau permintaan. Begitu juga Abu 

Yusuf dalam masalah harga ini sama-sama mengedepankan visi maslahah 

ammah, hal ini terlihat dari pemikirannya dalam masalah pengaturan harga 

sebagai visi utama pemikiran ekonominya dalam upaya menciptakan 

keseimbangan ekonomi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ini merupakan 

bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi pada yang lebih etis, manusiawi dan 

berkeadilan.

Begitu juga Ibn Taimiyah dalam masalah ekonomi mengedepankan 

kemaslahatan masyarakat dimana saat ia memperkenankan pemerintah untuk 

campur tangan dalam perekonomian bahkan menetapkan harga jika memang 

diperlukan, hal ini dillakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan jika 

harga terlalu rendah atau tinggi. Jadi adanya intervensi harga pemerintah dalam 

menetapkan harga yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah adalah untuk semata- 

mata untuk merealisasikan keadilan diantara anggota masyarakat dan mencegah
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semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota 

masyarakat akibat pelanggaran anggota lainnya dalam masyarakat.

4. Relevansi Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah Pada M asa Sekarang

Pemikiran Abu Yusuf menurut penulis belum relevan untuk masa 

sekarang karena Abu Yusuf lebih dahulu hidup dimasanya yakni pada tahun 113 

H (731 M) hingga 182 H (798 M) dibandingkan Ibn Taimiyah 22 Januari 1263 M 

(10 Rabiul Awal 661 H) hingga 26 September 1328 M (20 Dzulqa’dah 728 H). 

Dan pada masa Abu Yusuf belum terjadi masalah-masalah ekonomi seperti pada 

masa Ibn Taimiyah. Abu Yusuf tidak membahas secara rinci tentang 

permasalahan harga. Menurutnya kenaikan harga tidak bergantung pada 

permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Di lain pihak 

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang memengaruhi, 

tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran 

dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau 

penimbunan dan penahanan barang atau hal lainnya.

Analisis ekonomi Abu Yusuf lainnya adalah pada masalah penetapan 

harga (ta’sir), ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya 

didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Penting diketahui, para penguasa pada 

periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah 

suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga.

Menurut penulis, pemikiran yang relevan dengan masa sekarang adalah 

pemikiran Ibn Taimiyah karena pemikiran Ibn Taimiyah menjelaskan 

permasalahan harga secara lebih rinci. Menurutnya naik turunnya harga bukan



84

saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang 

lain. Pernyataan ini sangat sesuai dengan keadaan saat ini bahwa harga sering kali 

berubah-ubah karena sebab selain permintaan dan penawaran, misalnya karena 

disebabkan oleh kenaikan pajak, harga bahan baku, pendapatan masyarakat, dan 

lain-lain.

Dalam teori harga, Ibn Taimiyah lebih cenderung mengatasi masalah 

harga yang tidak adil dengan intervensi pemerintah. Beliau menyelesaikan 

masalah tentang teori harga tidak hanya pada masa waktu zaman beliau hidup, 

tetapi juga menyelesaikan masalah teori harga yang akan datang. Dalam teori 

harga tersebut beliau menjelaskan teori harga dengan tersurat jelas bahwa 

intervensi pemerintah itu dibolehkan. Jenis intervensi pemerintah yang dimaksud 

Ibnu Taimiyah adalah harga maksimum yang bertujuan untuk melindungi para 

konsumen dari harga yang mengandung kezaliman. Karena kezaliman salah satu 

faktor penghambat keseimbangan pasar.

Ibnu Taimiyah dalam membagi hukum penetapan jenis harga sangat rinci. 

Seperti harga yang adil halal dan zalim haram. Dalam menyelesaikan kasus harga 

beras raskin di Indonesia sepertinya teori harga Ibnu Taimiyah cocok untuk 

dijadikan solusi. Di dalam kitab Al-Hisbah disebutkan adanya muhtasib yaitu 

orang yang memiliki wawasan luas dan integritas tinggi dalam ilmu syariah yang 

berfungsi sebagai pengawas atau mengkoreksi suatu kegiatan di suatu negara di 

berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Walaupun di Indonesia 

sudah ada lembaga pemerintah untuk masalah harga beras raskin, kemungkinan 

orang yang melaksanakan tugas sebagai muhtasib tidak sesuai kriteria yang
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dijelaskan oleh syariat Islam. Dalam bidang ekonomi islam, muhtasib berfungsi 

sebagai pengawas transaksi yang ada di pasar. Apabila terjadi kecurangan dalam 

berjual beli, seperti orang yang menetapkan harga yang terlalu rendah atau terlalu 

tinggi, perselisihan dengan para penjual dan pembeli. Maka muhtasib bisa 

menengahi permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

Kasus lainnya di Indonesia seperti penetapan harga BBM yang mengalami 

turun-naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh intervensi 

harga demi kemaslahatan dan melindungi kepentingan rakyat yang belum merata 

kemampuannya secara ekonomi. Karena tindakan intervensi harga oleh 

pemerintah tersebut berlandaskan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan 

masyarakat.

5. L a ta r Belakang Pem ikiran Abu Y usuf dan Ibn Taimiyah Tentang 

Perubahan dan Intervensi H arga

Metode dan pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi dilatar belakangi oleh 

beberapa faktor yang dapat di kelompokkan menjadi dua faktor, yaitu:

a. Faktor intern muncul dari latar pendidikannya diantara lain berguru pada 

beberapa tokoh. tokoh-tokoh yang menjadi gurunya diantaranya guru 

hadits (Hilsyam bin Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Ata bin sa’ib 

(W.130 H) dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka), 

guru fiqh (Muhammad bin Abdurrahman bin Laila atau Ibn Abi Laila 

(W.148 H), Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama besar dimasanya.

b. Faktor ekstern (diluar islam) adalah adanya sistem pemerintahan yang 

absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan
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khalifah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas 

kaum lemah. Abu Yusuf tumbuh pada saat situasi politik dan ekonomi 

kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama 

sangat sulit untuk dipadukan. Abu Yusuf dengan setting sosio kulturalnya 

amat menyadari ancaman ini, dan pandangan tentang ancaman tersebut 

tidak saja dibidang politik, tapi juga pada sisi kultural sehingga tidak aneh 

kalau pada gilirannya Abu Yusuf harus memilih pendapat berbeda dari 

gurunya Abu Hanifah.

Bila melihat sejarah kehidupannya Ibn Taimiyah menyaksikan 

perekonomian keluarganya bangkrut dan kehidupan ekonominya berantakan, 

keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta, benda 

miliknya ketika negerinya dijajah Mongol, serentak tertindas pemikirannya untuk 

berhubungan dengan seluruh strasifikasi sosial dari berbagai tingkatan, ia 

merasakan penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh fakir miskin 

dari eksploritasi dari para penjabat yang berkuasa. Semua itu terasa mencekam 

dinamika pemikirannya dari itu ia terinspirasi bahwa Islam sebuah agama dan 

negara harus memberikan perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi yang ada 

dalam masyarakat.



BAB V

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan bab-bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang 

ditentukan. Ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi 

juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan 

atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau 

penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan produksi. 

Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah menyebutkan kenaikan harga terjadi 

karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk.

2. Dalam hal intervensi harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang 

menetapkan harga. Selain realitas yang terjadi, beliau pun mendasarkan 

pendapatnya pada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan 

pengendalian harga. Tetapi pendapat tersebut harus kita pandang sebagai 

sebuah hasil ijtihad yang dalam situasi tertentu pendapat tersebut tidak 

dapat diterapkan. Sedangkan Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga 

oleh Pemerintah, hanya saja ia mempertegas kapan tas’ir dapat dilakukan 

oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib 

melakukannya.
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3. Persamaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam hal perubahan 

harga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan 

oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut dapat 

disebabkan pula karena kekurangan produksi atau penurunan impor 

barang-barang yang diminta. Selain itu, kelangkaan atau kelimpahan 

barang bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Hal ini 

disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT.

Perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah adalah :

a. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada permintaan saja, 

tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, 

peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan 

dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan 

atau peningkatan produksi. Sedangkan Menurut Ibn Taimiyah naik 

turunnya harga disebabkan karena adanya kedzaliman dari 

beberapa pelaku transaksi. Kadang terjadi karena jumlah 

penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh 

karena itu apabila permintaan terhadap barang itu naik sementara 

ketidaksedianya atau penawarannya menurun maka harga akan 

naik, dan sebaliknya.

b. Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. 

Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Tetapi 

pendapat tersebut harus kita pandang sebagai sebuah hasil ijtihad 

yang dalam situasi tertentu pendapat tersebut tidak dapat



diterapkan. Sedangkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa 

membenarkan intervensi harga atau pengendalian harga, hanya saja 

ia mempertegas kapan tas ’ir dapat dilakukan oleh pemerintah dan 

kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

c. Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang 

perubahan harga dan intervensi harga secara umum dipengaruhi 

oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik kerajaan 

yang berkuasa pada saat mereka hidup dan yang paling 

mendominasi mempengaruhi pemikiran Abu Yusuf adalah pada 

masa pemerintahan Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan 

pemerintahan Islam. Sedangkan Ibn Taimiyah pada masa 

pemerintahan Mamluk.

B. Saran

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, 

penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap 

perlu:

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pemikiran Abu Yusuf dan Ibn 

Taimiyah, khususnya mengenai perubahan harga dan intervensi harga 

yang kiranya pemikirannya tersebut masih relevan pada saat ini dan tidak 

melenceng dari syariat Islam.
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2. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara 

kritis sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan, 

saran dan kritik yang akan sangat berguna bagi penulis.

3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang dalam hal ini 

merupakan pelaksana pendidikan pada perguruan tinggi, untuk turut serta 

dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi yang 

bersifat keislaman.

4. Bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas diharapkan hal ini menjadi 

bahan konsidern dalam proses penentuan kebijakan harga.
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